PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/103/PL.01/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang

Mengingat

a.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Belanja Pengadaan Barang/
Jasa Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Agama Muara Labubh;

Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditunjuk dan diangkat Pejabat
Pengadaan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan
ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

TEMBUSAN :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418 );

2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI.
Nomor : 55/PA/SK/XII/ 2018, tanggal 03 Desember 2018, tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada
Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya.

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2019 Nomor : SP
DIPA-005.01.2. 401990/2019, tanggal 05 Desember 2018;

4. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang No. W3-A/104/PL.09/
1/2019 tanggal 3 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

KEPUTUAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN
2019.

Mengangkat Sdr. Rifka Hidayat, SH. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan kepada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun
Anggaran 2019;

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan
Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasalainnya yang bernila paling
banyak Rp.200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ).

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,-
(Seratus juta rupiah).

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernila paling banyak Rp.200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah ).

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Na tanggal : 08 Januuari 2019.
@ Pengguna Anggaran,

R

- Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang;



